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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam
rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal,
Menteri Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
fungsi Bendahara Umum Negara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang melakukan
pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah dapat

melakukan penyesuaian belanja negara dalam hal
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realisasi penerimaan negara tidak mencukupi untuk
memenuhi kebutuhan pengeluaran negara;

bahwa Dana Alokasi Umum yang berfungsi untuk
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, merupakan bagian dari belanja negara
sebagaimana dimaksud pada huruf c;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
antara lain telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, dalam rangka pengendalian
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
dapat melakukan penundaan penyaluran sebagian
Transfer ke Daerah dan diperhitungkan sebagai kurang
bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun
anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan
negara,;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, dan
dalam rangka  pengendalian pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,
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perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum

Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4345);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
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Menetapkan

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 153);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN
PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN
ANGGARAN 2016.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 1

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,
terhadap penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum
Tahun Anggaran 2016 untuk 169 (seratus enam puluh
sembilan) daerah sebesar Rp19.418.975.064.500,00
(sembilan belas triliun empat ratus delapan belas miliar
sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam puluh empat
ribu lima ratus rupiah) dilakukan penundaan.

Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran
sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), didasarkan pada perkiraan kapasitas
fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah
pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi,
tinggi, cukup tinggi, dan sedang.

Rincian daerah dan besaran penundaan penyaluran
sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya

ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
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dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016
dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

(2) Penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk sebagian atau
seluruh Dana Alokasi Umum sebelum berakhirnya Tahun
Anggaran 2016.

(3) Dalam hal penyaluran kembali sebagian Dana Alokasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, Dana
Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda,
diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan
dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan

memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 3
Berdasarkan penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1),
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Dana Alokasi
Umum pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



